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ABSTRAK

Khelvin Yudhistira.202010115262. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangai kasus
Pencemaran Udara PT. Gunung Garuda Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup”.

Perseroan Terbatas termasuk dalam Korporasi yang merupakan subjek hukum dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Terkait tanggungjawab Hukum Korporasi memiliki 2
(dua) Konsep pertanggungjawaban mutlak dan petanggungjawaban pengganti penerapannya
hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan yang
terikat antara pemberi kerja (employer) yaitu orang atau korporasi, dan orang yang
melakukan tindak pidana tersebut, dalam pertanggungjawaban Korporasi harus ada
penegakan hukum untuk masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan dari
Putusan Pengadilan Negeri Cikarang. yang menyatakan bahwa telah melakukan tindak
pidana yang ditentukan dalam Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya dapat pula ditambahkan dengan pidana
tambahan berupa melakukan giat sosial tertentu.

Belum adanya kepastian terhadap tanggungjawab korporasi dalam putusan tersebut karena
masih menggunakan KUHP lama sehingga pertanggungjawaban korporasi blm jelas. Lalu
penelitian ini, Dalam pembaharuan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 Tentang KUHP menjelaskan secara khusus tentang konsep
pertanggungjawaban pidana seperti Pidana pokok (denda) pidana tambahan (tindakan tata
tertib) sangat masuk akal jika acuan putusan hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang KUHP bukan hanya sebatas menggunakan Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang PPLH dalam tindak pidana yang dilakukan oleh tindak pidana korporasi
dalam lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, studi
kepustakaan,analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan
sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa tanggungjawab hukum dalam putusan Pengadilan
Negeri Cikarang. PT. Gunung garuda terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang
dilakukan oleh personel pengendali (directing mind) korporasi, tetapi juga apabila actus reus
tersebut dilakukan oleh orang lain yang diperintahkan oleh personel pengendali korporasi
untuk melakukan actus reus. Dengan mengacu kepada pembaharuan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 tentang KUHP sasaran dan tanggung jawab antara korporasi, Komisaris,
direksi, dan pegawai memiliki kepastian hukum yang jelas (dalam kasus PT. Gunung Garuda
Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Barat), Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, Korporasi, Lingkungan Hidup
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ABSTRACT

Khelvin Yudhistira. 202010115262. Judges' Legal Considerations in Handling PT Gunung
Garuda Air Pollution Cases from an the Perspective of Law Number 32 of 2009 concerning
Environmental Protection and Management.

Limited Liability Company is included in the Corporation which is a legal subject in Law
Number 1 Year 2023. Regarding the legal responsibility of Corporations, there are 2 (two)
concepts of absolute liability and substitute liability, the application can only be carried out
after it can be proven that there is a binding relationship between the employer, namely the
person or corporation, and the person who commits the criminal offense, in Corporate
liability there must be law enforcement for the community affected by environmental
pollution from District Court Decision Cikarang. which states that it has committed a
criminal offense specified in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection
and Management should also be added with additional punishment in the form of performing
certain social activities.

There is no certainty of corporate responsibility in the decision because it still uses the old
Criminal Code so that corporate responsibility is unclear. Then this research, In the reform
of criminal law stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it
specifically explains the concept of criminal liability such as principal punishment (fines)
additional punishment (disciplinary action), it makes sense if the judge's decision reference
uses Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code not only limited to using Law
Number 32 of 2009 concerning PPLH in criminal acts committed by corporate crime in the
environment. The research method used is Normative Juridical, literature study, descriptive
analysis, using a theoretical framework and conceptual framework and legal sources
relevant to the research.

The results of the study concluded that legal responsibility in the decision Cikarang. PT
Gunung Garuda is proven to have committed environmental pollution committed by the
controlling personnel (directing mind) of the corporation, but also if the actus reus is carried
out by other people ordered by the controlling personnel of the corporation to carry out the
actus reus. By referring to the renewal of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal
Code, the targets and responsibilities between corporations, Commissioners, directors, and
employees have clear legal certainty (in the case of PT. Gunung Garuda Decision Cikarang),
therefore in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal.

Keywords: Legal responsibility, Corporation, Environment
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